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ABSTRAK 

  

  Maraknya aksi teror yang terjadi di berbagai wilayah. menunjukkan 

tindak pidana terorisme masih menjadi suatu ancaman besar bagi negara 

Indonesia termasuk wilayah Jawa Tengah. Meskipun pemerintah gencar 

melakukan penangkapan terhadap pelaku terorisme dan mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 5 tahun 2018 yang berisi tentang hukuman bagi pelaku tindak 

pidana terorisme dan pemberantasannya, namun pelaku tindak pidana terorisme 

masih terus bermunculan dan seakan melipat gandakan diri. Hal ini menunjukkan 

bahwa tindakan represif saja tidak cukup dalam menanggulangi tindak pidana 

terorisme ini. Oleh karena itu diperlukan sebuah kebijakan non penal sebagai 

upaya preventif dalam penanggulangan terorisme. Hal yang menjadi rumusan 

masalah pada penulisan hukum ini ialah bagaimana kebijakan non-penal dalam 

menanggulangi tindak pidana terorisme di Jawa Tengah dan juga bagaimana 

implementasi dari kebijakan non penal yang dilakukan oleh FKPT Jawa Tengah. 

  Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan 

hukum ini adalah yuridis empiris dengan melaksanakan penelitian di Forum 

Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Tengah serta di Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan 

adalah deskriptif analitis. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut 

kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data satu dengan lainnya secara 

sistematis. 

  Hasil Penelitian yang diperoleh ialah kebijakan non penal yang 

dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang oleh pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah berupa kebijakan deradikalisasi untuk mencegah terjadinya aksi 

radikalisme dan terorisme di wilayah Jawa Tengah. Adapun implementasi yang 

dilakukan oleh FKPT Jawa Tengah yaitu dengan melaksanakan kegitan-kegiatan 

yang berfokus pada pencegahan penyebaran paham radikal terorisme dan 

melaksanakan program deradikalisasi bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah. 
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